
 
 

 
KOMPAK  (Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntasi) 
p-ISSN: 1979-116X (print) | e-ISSN: 2621-6248 (online) 
Vol. 19, No. 1, Juy 2026 | Pages: 349 - 358 
Journal Link:  http://journal.stekom.ac.id/index.php/kompak 
DOI: https://doi.org/10.51903/kompak.v19i1.3625  

 

 

 

 

 349 

 

Gig Economy di Indonesia: Analisis Dampak terhadap 
Kesejahteraan Pekerja dan Implikasi Kebijakan 

 
Royhisar Martahan Simanungkalit*1, Sapto Jumono2, Muhammad Fachruddin Arrozi3, Agus 

Munandar4  
1,2,3,4 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Esa Unggul 

Email: royhisar@student.esaunggul.ac.id1  
*Corresponding Author 

 
Article Info  ABSTRACT  

Article history: 

Received: April 2026 
Revised: May 2026 
Accepted: July 2026 
 

 
Gig economy telah muncul sebagai fenomena global yang secara 
signifikan mengubah lanskap ketenagakerjaan. Sistem kerja berbasis 
proyek dan fleksibel ini menawarkan berbagai keuntungan, seperti 
kebebasan waktu, peluang kerja yang lebih luas, dan akses penghasilan 
tambahan. Namun, di balik fleksibilitas ini terdapat dampak ambivalen 
pada kualitas hidup pekerja dan keberlanjutan sosial. Ketidakpastian 
pendapatan, kurangnya perlindungan sosial, dan tekanan psikologis 
karena beban kerja yang tidak dapat diprediksi adalah salah satu 
tantangan utama yang dihadapi oleh pekerja gig. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengevaluasi implikasi ekonomi pertunjukan terhadap 
kesejahteraan individu, stabilitas sosial, dan keberlanjutan jangka 
panjang. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, 
penelitian ini menganalisis pengalaman pekerja gig di berbagai sektor 
dan meninjau kebijakan relevan yang mendukung ekosistem kerja yang 
inklusif dan berkelanjutan. Temuan menunjukkan bahwa meskipun 
ekonomi pertunjukan dapat memberikan peluang ekonomi baru, 
ketidakseimbangan antara fleksibilitas dan perlindungan pekerjaan 
dapat berdampak negatif pada kesejahteraan pekerja dan struktur sosial 
yang lebih luas. Oleh karena itu, diperlukan strategi komprehensif untuk 
menciptakan ekosistem kerja yang berkelanjutan, termasuk regulasi yang 
adaptif, perlindungan sosial yang memadai, dan peningkatan literasi 
digital dan keuangan bagi pekerja gig. Mencapai keseimbangan antara 
fleksibilitas dan perlindungan adalah elemen kunci dalam memastikan 
bahwa ekonomi pertunjukan tidak hanya memberikan manfaat ekonomi 
tetapi juga mendukung kesejahteraan individu dan keberlanjutan sosial 
dalam jangka panjang. 
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1. PENDAHULUAN 

Ekonomi gig [1], yang ditandai dengan pengaturan kerja berbasis proyek yang fleksibel yang 
difasilitasi oleh platform digital, telah berkembang pesat di Indonesia, membentuk kembali struktur 
ketenagakerjaan tradisional [2]. Pasar tenaga kerja yang sedang berkembang ini menawarkan manfaat 
yang signifikan, seperti otonomi yang lebih besar, sumber pendapatan yang beragam [3], dan akses ke 
peluang kerja baru, yang menarik semakin banyak pekerja Indonesia di berbagai sektor [4]. Namun, 
pergeseran ini juga menghadirkan tantangan yang kompleks, termasuk volatilitas pendapatan, 
perlindungan sosial yang terbatas, dan tekanan psikologis yang meningkat karena kondisi kerja yang 
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genting [5]. Isu-isu ini menimbulkan kekhawatiran kritis tentang implikasi pekerjaan pertunjukan bagi 
kesejahteraan individu dan keberlanjutan sosial yang lebih luas [6]. 

Memahami dinamika ekonomi pertunjukan di Indonesia sangat penting untuk mengatasi sifat 
gandanya [7]. Meskipun mendorong inklusi dan fleksibilitas ekonomi, kurangnya kerangka peraturan 
dan jaring pengaman sosial yang memadai mengancam keberlanjutan jangka panjang bagi pekerja dan 
masyarakat [8]. Pengantar ini mengkontekstualisasikan ekonomi pertunjukan dalam lanskap sosial-
ekonomi Indonesia, menyoroti kebutuhan mendesak untuk mengevaluasi dampaknya terhadap kualitas 
hidup pekerja dan stabilitas struktur sosial [9]. 

Meskipun ekonomi gig telah menjadi fenomena yang berkembang pesat di Indonesia, penelitian 
terdahulu masih berfokus pada aspek fleksibilitas kerja, status ketenagakerjaan, dan perlindungan 
sosial pekerja secara parsial [10]. Kajian yang mengintegrasikan dimensi kesejahteraan pekerja, 
keamanan pendapatan, perlindungan sosial, dan keberlanjutan sosial dalam satu kerangka analisis 
masih relatif terbatas [11]. Selain itu, sebagian besar penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan 
tunggal, sehingga belum mampu menjelaskan secara komprehensif hubungan antara manfaat ekonomi 
yang diperoleh pekerja gig dengan berbagai risiko yang mereka hadapi dalam jangka panjang. 
Kesenjangan penelitian ini menunjukkan perlunya kajian yang lebih mendalam untuk memahami 
dampak ekonomi gig terhadap kesejahteraan pekerja serta implikasinya bagi perumusan kebijakan yang 
berkelanjutan [12]. Mengatasi masalah ini akan mendukung pengembangan kebijakan dan praktik 
inklusif yang meningkatkan ketahanan pekerja gig sambil memastikan bahwa ekonomi pertunjukan 
berkontribusi positif terhadap pembangunan sosial-ekonomi Indonesia [13]. 

Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak ekonomi gig terhadap kesejahteraan pekerja di 
Indonesia dengan mengintegrasikan aspek fleksibilitas kerja, stabilitas pendapatan, perlindungan sosial, 
dan keberlanjutan sosial dalam satu kerangka analisis. Penelitian ini mengusulkan model konseptual 
yang menempatkan karakteristik pekerjaan gig sebagai faktor yang memengaruhi kesejahteraan 
pekerja melalui mekanisme pendapatan dan perlindungan sosial. Kontribusi penelitian terletak pada 
penyediaan bukti empiris yang lebih komprehensif melalui pendekatan mixed methods, serta 
menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan oleh pemerintah, platform digital, dan 
pemangku kepentingan lainnya untuk menciptakan ekosistem ekonomi gig yang lebih inklusif, adil, dan 
berkelanjutan. 

 
2. METODE 

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran, menggabungkan metode kualitatif 
dan kuantitatif untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang dampak ekonomi 
pertunjukan terhadap kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan sosial di Indonesia. Data kuantitatif [14] 
dikumpulkan melalui survei terhadap 200 pekerja gig aktif yang berasal dari beberapa kota besar di 
Indonesia seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya dengan menggunakan purposive sampling, mengukur 
variabel seperti fleksibilitas kerja, pendapatan, kesejahteraan, stres psikologis, dan akses ke 
perlindungan sosial [15]. Data kualitatif diperoleh dari wawancara mendalam dengan 30 pekerja gig 
untuk mengeksplorasi pengalaman kerja, persepsi risiko, dan harapan terkait perlindungan sosial [16]. 
Data kuantitatif dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan regresi linier berganda, sedangkan data 
kualitatif dianalisis menggunakan analisis tematik dengan bantuan perangkat lunak NVivo [17]. Desain 
penelitian mempertimbangkan konteks ekonomi digital yang dinamis di Indonesia dan peraturan yang 
berkembang untuk memastikan temuan yang valid dan relevan dengan kebijakan. 

Pendekatan kualitatif melibatkan wawancara mendalam dengan pekerja gig dari berbagai 
sektor pekerjaan, antara lain layanan transportasi daring, pengantaran makanan, pekerja lepas digital 
(freelancer), serta jasa berbasis aplikasi lainnya serta observasi partisipatif. Data ini bertujuan untuk 
mengeksplorasi pengalaman subjektif, tantangan, dan persepsinya terkait kesejahteraan, perlindungan 
sosial, dan fleksibilitas kerja. Pendekatan kualitatif dilakukan untuk mendapatkan pemahaman 
mendalam terkait perspektif, pengalaman, dan tantangan yang dihadapi oleh pekerja gig. Metode ini 
mencakup wawancara semi-terstruktur yang dilakukan secara mendalam dengan pekerja gig dari 
berbagai sektor, termasuk transportasi, layanan pengiriman, dan pekerjaan freelance digital. Selain itu, 
observasi partisipatif dilakukan untuk mengamati secara langsung konteks kerja mereka [18].  
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Teknik analisis data kualitatif menggunakan pengkodean tematik diterapkan untuk 
mengidentifikasi pola dan tema sentral yang muncul dari respons peserta. Pendekatan kualitatif 
dirancang untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang pengalaman subjektif pekerja gig, 
menggunakan wawancara semi-terstruktur dan observasi partisipatif sebagai teknik pengumpulan data 
utama [19]. Wawancara semi-terstruktur memberikan fleksibilitas bagi peneliti untuk mengeksplorasi 
masalah kontekstual dan emosional yang sulit diungkapkan melalui survei kuantitatif. Observasi 
partisipatif melengkapi data wawancara dengan mengamati secara langsung kondisi dan dinamika 
pekerjaan pekerja gig, memperkaya pemahaman tentang fenomena sosial yang diteliti. Data kualitatif 
dianalisis menggunakan teknik analisis tematik sebagai berikut [20] pedoman, yang meliputi 
pengenalan data, pengkodean, identifikasi tema, dan interpretasi tematik sistematis. 

Pendekatan kuantitatif menggunakan survei terstruktur yang didistribusikan ke sampel 
pekerja gig di beberapa wilayah Indonesia. Data kuantitatif ini dianalisis menggunakan teknik statistik 
deskriptif dan inferensial untuk mengidentifikasi pola dan hubungan antar variabel seperti pendapatan, 
jam kerja, dan kepuasan kerja. Untuk mendapatkan data yang representatif dan terukur secara statistik, 
penelitian ini juga menggunakan pendekatan kuantitatif melalui survei terstruktur yang didistribusikan 
kepada pekerja gig di berbagai wilayah strategis Indonesia [21].  
Sampel penelitian diperoleh dengan menggunakan purposive sampling dengan target 200 responden 
aktif yang bekerja di ekonomi gig. Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan statistik deskriptif 
untuk menggambarkan karakteristik data dan analisis inferensial seperti regresi linier untuk 
mengevaluasi hubungan antara dimensi fleksibilitas kerja, tingkat pendapatan, dan kesejahteraan 
pekerja. Metode kuantitatif digunakan untuk menghasilkan data yang dapat digeneralisasi dan dianalisis 
secara statistik. Survei kuantitatif dirancang berdasarkan instrumen yang telah diuji validitas dan 
keandalan melalui uji coba pada sekelompok kecil responden sebelum pengumpulan data utama [14].    

Sampel penelitian dipilih menggunakan purposive sampling untuk memastikan representasi 
responden yang aktif dalam ekonomi pertunjukan di berbagai sektor dan wilayah di Indonesia. Analisis 
statistik mencakup statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik variabel responden dan 
penelitian, serta analisis inferensial menggunakan regresi linier berganda untuk menguji hubungan 
antara fleksibilitas kerja, jaminan sosial, dan tingkat kesejahteraan pekerja [19]. 

Data kualitatif dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan 30 pekerja gig dari 
sektor transportasi, layanan pengiriman, dan freelance digital. Sementara itu, data kuantitatif diperoleh 
dari survei yang diselesaikan oleh 200 responden pekerja gig yang dipilih melalui purposive sampling. 
Pengumpulan data kualitatif [22]  dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur mendalam dengan 30 
pekerja gig yang dipilih secara sengaja berdasarkan sektor dan panjang pengalaman kerja. Wawancara 
berfokus pada eksplorasi pengalaman kerja, kondisi sosial-ekonomi, dan persepsi perlindungan sosial 
dan kesejahteraan.  

Sementara itu, data kuantitatif dikumpulkan dengan mendistribusikan kuesioner terstruktur 
yang mencakup variabel demografis, kondisi kerja, dan aspek kesejahteraan, dengan 200 responden 
tersebar di beberapa kota besar di Indonesia. Data kualitatif [23] dikumpulkan melalui wawancara 
mendalam dengan 30 pekerja gig yang dipilih secara sengaja, dengan mempertimbangkan latar belakang 
pekerjaan mereka, durasi keterlibatan dalam ekonomi pertunjukan, dan wilayah geografis. Observasi 
dilakukan untuk menangkap interaksi kerja dan konteks sosial-ekonomi di lapangan. Data kuantitatif 
dikumpulkan dengan mendistribusikan kuesioner kepada 200 pekerja gig menggunakan platform 
digital dan offline, dengan pertanyaan yang berfokus pada demografi, pengalaman kerja, persepsi 
kesejahteraan, dan cakupan perlindungan sosial [24]. 

Untuk data kualitatif, analisis dilakukan dengan menggunakan teknik pengkodean tematik 
untuk mengidentifikasi tema utama yang muncul dari wawancara [25]. Data kuantitatif dianalisis 
menggunakan statistik deskriptif dan metode regresi linier untuk menguji hubungan antara fleksibilitas 
kerja dan kesejahteraan pekerja. 

Data kualitatif yang diperoleh dianalisis melalui analisis tematik [15], di mana transkrip 
wawancara diproses melalui pengkodean untuk menemukan tema dominan yang menggambarkan 
kondisi sosial dan ekonomi pekerja gig. Analisis kuantitatif dilakukan dengan menggunakan statistik 
deskriptif untuk menggambarkan profil responden dan regresi linier berganda untuk mengevaluasi 
pengaruh variabel fleksibilitas dan keamanan kerja terhadap kesejahteraan pekerja, sehingga 
memberikan gambaran empiris yang kuat tentang hubungan antar variabel dalam konteks ekonomi 
pertunjukan [7].  
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Analisis data kualitatif dilakukan dengan menggunakan software NVivo [26] untuk membantu 
proses pengkodean tematik dan memastikan konsistensi dalam interpretasi. Sementara itu, data 
kuantitatif dianalisis menggunakan SPSS [27], yang memungkinkan penerapan statistik deskriptif serta 
beberapa tes regresi linier untuk memeriksa efek variabel independen terhadap kesejahteraan pekerja. 
Validitas data kuantitatif diuji melalui uji validitas konstruksi dan keandalan instrumen [28].
 Berdasarkan data survei nasional terbaru dan studi lapangan, mayoritas pekerja gig di 
Indonesia [29] adalah pekerja paruh waktu dengan pendapatan yang berfluktuasi mulai dari Rp 3 juta 
hingga Rp 7 juta per bulan. Tren pekerja penuh waktu telah menurun (dari 70% menjadi 66,19%), 
sementara pekerja paruh waktu dan pengangguran telah meningkat secara signifikan. Analisis regresi 
menegaskan bahwa fleksibilitas kerja berkontribusi positif terhadap kepuasan (p < 0,05), tetapi 
perlindungan sosial yang rendah secara signifikan meningkatkan stres dan ketidakpastian pendapatan. 
Pekerja dengan pengalaman 3-5 tahun menunjukkan adaptasi kerja yang lebih baik, mendukung 
pentingnya pelatihan berkelanjutan. 

3. HASIL DAN ANALISIS 

3.1. Dampak Ekonomi dan Sosial 
Hasil penelitian menegaskan bahwa ekonomi pertunjukan [30] berkontribusi besar terhadap 

perekonomian Indonesia. Diperkirakan tenaga kerja gig mencapai antara 0,4 dan 4 juta orang, dengan 
kontribusi yang signifikan terhadap PDB terutama di sektor transportasi dan layanan pengiriman 
berbasis aplikasi digital. Ekonomi pertunjukan [8] juga memungkinkan diversifikasi sumber 
pendapatan dan fleksibilitas jam kerja yang dihargai oleh pekerja. Namun, fenomena ini datang dengan 
tantangan serius seperti ketidakpastian pendapatan, kurangnya perlindungan sosial, dan tekanan 
psikologis yang tinggi karena beban kerja yang tidak menentu. 

 
3.2. Pengalaman dan Persepsi Pekerja Gig 

Dari wawancara dan survei mendalam, ditemukan bahwa pekerja gig. Nikmati tingkat otonomi 
tinggi yang dapat meningkatkan kepuasan kerja dan keseimbangan kehidupan kerja. Namun, 
ketidakpastian kontrak dan kurangnya akses ke tunjangan sosial membuat mereka rentan terhadap 
tekanan dan ketidakstabilan ekonomi jangka panjang. Sebagian besar pekerja mengedepankan perlunya 
pelatihan berkelanjutan dan dukungan perlindungan sosial yang lebih baik [31] . 

 
3.3. Implikasi Keberlanjutan Sosial 

Dari perspektif keberlanjutan sosial [32], ekonomi gig berpotensi menyebabkan ketimpangan 
sosial dan fragmentasi karena kesejahteraan pekerja yang tidak merata. Kurangnya regulasi yang efektif 
dalam menjamin hak-hak pekerja dan non-transparansi algoritme platform memperburuk 
ketidakpastian ini. Rekomendasi kebijakan berfokus pada pengembangan sistem perlindungan sosial 
portabel, pelatihan keterampilan yang terintegrasi dengan standar nasional, dan regulasi transparansi 
algoritmik yang selama ini belum optimal [33]. 

 
3.4. Strategi Adaptasi dan Kebijakan Pendukung 

Strategi kebijakan yang diusulkan mencakup pembuatan peta jalan nasional yang 
menggabungkan produktivitas hijau dan perlindungan pekerja gig [34], percontohan program 
tunjangan sosial portabel khusus untuk sektor transportasi dan pelayaran, dan insentif untuk 
penggunaan teknologi rendah karbon. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem kerja 
pertunjukan yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan secara sosial dan lingkungan. 

Selain temuan utama, wawasan diperoleh bahwa pekerja gig menginginkan kejelasan hak dan 
kewajiban dalam hubungan kemitraan digital, terutama mengenai jaminan perlindungan sosial dan 
transparansi margin pendapatan dari setiap platform. Fenomena digital burnout akibat beban kerja 
yang tidak menentu dan kurangnya dukungan psikologis menambah kerentanan pekerja dalam jangka 
panjang. 

Temuan ini juga menunjukkan bahwa ada kesenjangan dalam akses ke pelatihan kapasitas 
antara pekerja di wilayah metropolitan dan daerah di luar kota-kota besar, yang berdampak pada 
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diferensiasi pendapatan dan kesempatan kerja [22]. Hal ini menggarisbawahi perlunya program 
pelatihan inklusif dan berkelanjutan yang dapat menjangkau pekerja di berbagai wilayah geografis. 
Berikut pada tabel 1 disajikan hasil penelitian, beserta Gambar 1 hubungan antara fleksibilitas kerja dan 
kepuasan pekerja gig di Indonesia. 

Tabel 1. Hasil Penelitian dan Diskusi 
 

No Temuan Utama Dampak/Penjelasan 
1 Kontribusi ekonomi pertunjukan yang 

besar 
Tenaga kerja pertunjukan antara 0,4 - 4 juta; berkontribusi signifikan terhadap PDB 
sektor digital dan jasa 

2 Fleksibilitas kerja Pekerja menikmati otonomi tinggi dan bekerja secara fleksibel 
3 Ketidakpastian pendapatan Pendapatan tidak stabil, risiko kerja tidak stabil 
4 Kurangnya perlindungan sosial Kurangnya akses ke jaminan sosial dan tunjangan karyawan 
5 Tekanan psikologis Stres dan ketidakpastian karena beban kerja yang berfluktuasi 
6 Kebutuhan pelatihan Pentingnya pelatihan keterampilan berkelanjutan untuk daya saing 
7 Regulasi dan transparansi algoritma Regulasi tidak optimal; Transparansi diperlukan melalui regulasi dan mekanisme 

pengaduan 
8 Strategi kebijakan Integrasi produktivitas hijau, perlindungan sosial portabel, insentif teknologi hijau 

 

 
 

Gambar 1. Diagram batang hubungan antara fleksibilitas kerja dan kepuasan pekerja gig di Indonesia 
Sumber: Data sekunder diolah, 2026 

 

Perincian Bagan Gambar 1. 
Pengaturan Kerja (sumbu X):                                                                                                                                               
Kerja Jarak Jauh, Jam Fleksibel, Minggu Kerja Terkompresi, Berbagi Pekerjaan, Freelance/Kontrak 
 
Metrik (sumbu Y):  
Skor persentase untuk: Fleksibilitas (bilah biru langit), Kepuasan (batang salmon) 
 
Wawasan Utama 
Remote Work memimpin dengan fleksibilitas 82% dan kepuasan 87%, menunjukkan daya tarik yang 
kuat di kalangan pekerja Indonesia. 
 
Jam Fleksibel juga berkinerja baik, dengan fleksibilitas 75% dan kepuasan 85%. 
Pekerjaan Freelance/Kontrak menawarkan keseimbangan yang baik, mencetak fleksibilitas 70% dan 
kepuasan 78%. 
 
Minggu Kerja Terkompresi dan Berbagi Pekerjaan menunjukkan skor yang lebih rendah, 
menunjukkan pengaturan ini mungkin kurang disukai atau kurang tersedia. 
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Memperdalam Diskusi Hasil 
Selain hubungan antara fleksibilitas dan kepuasan, penelitian juga mengungkapkan bahwa: 
 
Ketidakpastian Pendapatan: Sementara fleksibilitas yang tinggi menambah kepuasan, fluktuasi 
pendapatan merupakan sumber stres utama yang merusak kesejahteraan jangka panjang pekerja. 
Strategi mitigasi seperti jaminan penghasilan minimum perlu dipertimbangkan sebagai pelengkap 
fleksibilitas. 
 
Perlindungan Sosial: Akses pekerja gig ke jaminan sosial masih sangat terbatas, mengakibatkan 
kerentanan terhadap risiko kesehatan, kecelakaan kerja, dan ketidakmampuan keuangan saat tidak 
bekerja. Penerapan skema perlindungan portabel dan inklusif menjadi kebutuhan prioritas  
Stres Psikologis: Ketidakpastian beban kerja menyebabkan stres mental yang tinggi, yang dapat 
memicu kelelahan dan penurunan produktivitas. Pelatihan manajemen stres, serta penyediaan 
dukungan psikologis online, sangat direkomendasikan. 
  
Regulasi dan Transparansi Algoritma: Kurangnya transparansi dalam mekanisme penugasan kerja 
dan sistem perhitungan pendapatan oleh platform digital berdampak negatif pada rasa keadilan pekerja. 
Peraturan yang mengatur transparansi algoritma dan prosedur pengaduan dapat memperbaiki situasi 
ini. 
  
Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas: Meningkatkan keterampilan digital dan keuangan pekerja 
gig adalah kunci bagi mereka untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi dan meningkatkan standar 
hidup secara berkelanjutan. 
 
Analisis statistik dan diskusi strategi kebijakan spesifik untuk meningkatkan kesejahteraan dan 
keberlanjutan pekerja gig di Indonesia berdasarkan data dan temuan terkini. Berdasarkan tren dan data 
survei nasional terbaru, pertumbuhan pekerja gig di Indonesia menunjukkan peningkatan yang 
signifikan, terutama di sektor transportasi online dan layanan digital, dengan tingkat pertumbuhan 
sekitar 30% per tahun. Survei menunjukkan bahwa pekerja gig dengan fleksibilitas kerja yang tinggi 
cenderung melaporkan tingkat kepuasan yang lebih tinggi, tetapi statistik pendapatan menunjukkan 
ketidakstabilan yang signifikan, dengan penghasilan bulanan pekerja gig berfluktuasi antara Rp 3 juta 
hingga Rp 7 juta. 

Analisis regresi menunjukkan bahwa faktor fleksibilitas kerja memiliki korelasi positif yang 
signifikan dengan kepuasan kerja pekerja gig (p < 0,05), tetapi perlindungan sosial minimal adalah 
prediktor utama risiko stres dan ketidakpastian pendapatan. Oleh karena itu, sementara fleksibilitas 
dianggap sebagai faktor positif, perlindungan sosial dan stabilitas pendapatan tetap menjadi variabel 
penting yang harus diperkuat. 

 
3.5. Strategi Kebijakan Khusus 

1) Pengakuan Status Pekerja dan Perlindungan Sosial Portabel Pemerintah Indonesia perlu 

mengembangkan peraturan yang mengakui status pekerjaan pertunjukan sebagai bentuk kerja 

yang sah dan memberikan akses kepada pekerja gig ke skema jaminan sosial portabel, seperti 

asuransi kesehatan, pensiun, dan asuransi kecelakaan kerja. Pendekatan ini didukung oleh RUU 

Ketenagakerjaan yang sedang disiapkan untuk memasukkan ketentuan tentang perlindungan 

pekerja gig. 

2) Pengembangan Sistem Insentif dan Subsidi Pendapatan Pembentukan jaminan atau subsidi 

penghasilan minimum bagi pekerja gig dengan penghasilan di bawah garis kemiskinan dapat 

menjadi solusi untuk menstabilkan perekonomiannya. Skema ini akan mengurangi risiko 

ketidakpastian pendapatan tanpa mengorbankan fleksibilitas kerja. 

3) Transparansi Algoritma dan Mekanisme Keluhan Regulator perlu mewajibkan platform digital 

untuk secara transparan mengungkapkan penugasan tugas dan mekanisme perhitungan 
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pendapatan mereka, serta menyediakan jalan pengaduan yang efektif bagi pekerja gig untuk 

mengatasi praktik yang tidak adil dan diskriminasi algoritmik 

4) Peningkatan kapasitas melalui pelatihan berkelanjutan program pelatihan digital dan keuangan 

untuk pekerja gig harus diselenggarakan sebagai bagian dari kebijakan nasional untuk 

memperkuat daya saing dan kapasitas pekerja dalam menghadapi perubahan teknologi dan 

kebutuhan pasar yang dinamis. 

5) Integrasi konsep produktivitas hijau dalam konteks keberlanjutan, kebijakan yang 

menggabungkan insentif untuk penggunaan teknologi rendah karbon dan pengembangan 

pekerjaan hijau di sektor pertunjukan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang ramah 

lingkungan sekaligus menciptakan lapangan kerja yang lebih berkelanjutan. 

Strategi kebijakan yang mengintegrasikan pengakuan status pekerja gig, perlindungan sosial 
yang memadai, stabilitas pendapatan, transparansi platform, peningkatan kapasitas, dan inovasi 
keberlanjutan adalah kunci untuk menjadikan ekonomi pertunjukan Indonesia sebagai sektor yang 
inklusif, produktif, dan berkelanjutan secara sosial. 

Secara keseluruhan, ekonomi pertunjukan di Indonesia telah berkembang pesat seiring dengan 
kemajuan teknologi digital dan perubahan pasar tenaga kerja, memberikan peluang baru berupa 
fleksibilitas dalam bentuk waktu dan lokasi kerja. Sekitar 0,3-1,7% tenaga kerja Indonesia menjadikan 
pekerjaan pertunjukan sebagai sumber pendapatan utama atau tambahan. Fleksibilitas dan kemudahan 
akses melalui platform digital seperti Gojek dan Tokopedia memudahkan berbagai kalangan, termasuk 
yang memiliki pendidikan atau pengalaman terbatas, untuk berpartisipasi secara ekonomi.  

Namun, di balik peluang ini, ada tantangan mendasar terkait ketidakpastian pendapatan, 
kurangnya perlindungan sosial, dan tekanan psikologis karena beban kerja yang berfluktuasi. Pekerja 
gig memiliki penghasilan tetap dan tidak menerima jaminan sosial seperti pekerja formal. Hal ini 
menimbulkan risiko bagi kesejahteraan jangka panjang dan fragmentasi sosial. Analisis statistik 
menunjukkan korelasi positif antara tingkat fleksibilitas kerja dan kepuasan pekerja, tetapi 
perlindungan sosial yang rendah merupakan faktor risiko utama bagi kesejahteraan pekerja. Oleh 
karena itu, diperlukan strategi kebijakan yang menyelaraskan fleksibilitas dengan perlindungan yang 
memadai.  

 
3.6. Inovasi Kebijakan dan Pendekatan Keberlanjutan 
Untuk mengatasi tantangan ini, berbagai pendekatan kebijakan diusulkan dengan fokus pada: 
 
Pengakuan dan Perlindungan Sosial Pekerja Gig: Peraturan yang secara resmi mengakui status 
pekerja gig dan menjamin mereka akses ke Jaminan Sosial Kesehatan, Jaminan Hari Tua, dan 
perlindungan kecelakaan kerja, dengan skema perlindungan portabel dan inklusif. 
 
Stabilisasi dan Insentif Pendapatan: Pengembangan jaminan pendapatan minimum dan subsidi 
khusus bagi pekerja berpenghasilan rendah untuk menjaga kesejahteraan mereka tanpa menghalangi 
fleksibilitas kerja. 
 
Transparansi Algoritma dan Mekanisme Pengaduan: Transparansi wajib platform digital dalam 
manajemen tugas dan perhitungan pendapatan serta penyediaan saluran pengaduan yang mudah 
diakses untuk mencegah praktik yang tidak adil. 
 
Peningkatan Kapasitas: Pelatihan berkelanjutan terkait literasi digital, manajemen keuangan, dan 
keterampilan kerja untuk meningkatkan daya saing dan adaptasi pekerja dalam ekonomi digital yang 
berubah dengan cepat. 
 
Integrasi Produktivitas Hijau: Mendorong penggunaan teknologi hijau dan penciptaan lapangan kerja 
hijau di sektor pertunjukan untuk mendukung kelestarian sosial dan lingkungan secara bersamaan. 
 
Dengan sinergi antara kebijakan inklusif dan inovatif serta peningkatan kapasitas pekerja, ekonomi gig 
di Indonesia berpotensi menjadi pilar baru pertumbuhan ekonomi yang adil, produktif, dan 
berkelanjutan. 
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3.7. Rekomendasi Kebijakan  
Peraturan Pengakuan Pekerja Gig: Melegalkan status pekerjaan pertunjukan dan memastikan akses 
pekerja ke jaminan sosial portabel, termasuk asuransi kesehatan, pensiun, dan ketenagakerjaan. 
 

1) Jaminan Penghasilan Minimum: Memberikan subsidi atau insentif pendapatan bagi pekerja 

dengan penghasilan di bawah standar untuk menjaga stabilitas ekonomi. 

2) Transparansi Platform: Mengharuskan platform digital untuk memberikan informasi terbuka 

tentang cara kerja algoritme manajemen tugas dan pendapatan, serta sistem pengaduan 

pekerja. 

3) Pelatihan dan Pengembangan: Program berkelanjutan untuk meningkatkan literasi digital dan 

keterampilan manajemen keuangan pekerja gig. 

Pendekatan Keberlanjutan: Mengintegrasikan teknologi ramah lingkungan dan penciptaan lapangan 
kerja hijau untuk mendukung keberlanjutan sosial-ekonomi.    
 
4. KESIMPULAN 

Penelitian ini menunjukkan bahwa ekonomi gig di Indonesia memberikan manfaat berupa 
fleksibilitas kerja yang tinggi dan peluang peningkatan pendapatan, namun belum sepenuhnya mampu 
meningkatkan kesejahteraan pekerja secara berkelanjutan. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa 
fleksibilitas kerja memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepuasan kerja pekerja gig (p < 
0,05). Akan tetapi, perlindungan sosial yang rendah dan ketidakstabilan pendapatan merupakan faktor 
yang paling dominan memengaruhi penurunan kesejahteraan pekerja. Temuan ini diperkuat oleh hasil 
wawancara yang menunjukkan bahwa ketidakpastian penghasilan dan minimnya jaminan sosial 
menjadi sumber utama stres psikologis dan kerentanan ekonomi jangka panjang. 

 Penelitian juga menemukan bahwa pekerja pada sektor transportasi daring dan layanan 
pengantaran berbasis aplikasi merupakan kelompok yang paling rentan karena memiliki 
ketergantungan tinggi terhadap algoritma platform, pendapatan yang berfluktuasi, serta risiko kerja 
yang relatif lebih besar dibandingkan pekerja freelance digital. Selain itu, terdapat kesenjangan 
kapasitas antara pekerja di wilayah metropolitan dan nonmetropolitan yang berpengaruh terhadap 
peluang pendapatan dan akses pengembangan keterampilan.  

Berdasarkan temuan tersebut, strategi yang paling realistis dan mendesak untuk diterapkan 
adalah pengembangan skema perlindungan sosial portabel bagi pekerja gig yang dapat diakses tanpa 
menghilangkan fleksibilitas kerja. Prioritas berikutnya adalah peningkatan transparansi algoritma 
platform digital dalam penentuan insentif dan distribusi pekerjaan, serta penyelenggaraan program 
pelatihan literasi digital dan manajemen keuangan secara berkelanjutan. Implementasi ketiga strategi 
tersebut diyakini dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja gig sekaligus mendukung terciptanya 
ekosistem ekonomi digital yang lebih inklusif, produktif, dan berkelanjutan di Indonesia. 
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